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BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Perencanaan manajemen lingkungan hidup Gudang Peralatan Elektronik dan 

Peralatan Rumah Tangga milik PT.JDCL di Sleman telah tersusun. Dokumen 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup (UPL) tahap operasional sudah tersusun dan disetujui 

pemrakarsa, pemerintah dan masyarakat.

6.2. Saran 
Saran yang dapat direkomendasikan dalam menjalankan perencanaan 

manajemen lingkungan hidup yang telah dibuat yaitu: 

a. Perencanaan manajemen lingkungan hidup yang telah dibuat harus 

dilaksanakan oleh pemrakarsa sesuai dengan dokumen UKL-UPL. 

b. Partisipasi dari pemrakarsa, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar 

implementasi manajemen lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik. Hal 

ini dapat dilakukan dengan cara membuat komitmen dan pelaporan tertulis 

terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan manajemen lingkungan hidup 

yang telah dilakukan.

c. Acuan hukum yang digunakan menjadi dasar implementasi manajemen 

lingkungan haruslah versi yang terbaru.  
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